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Abstract

Health services constitute one of the constitutional rights of citizens, the implementation of which
relies significantly on the role of physicians as professional medical practitioners. In carrying out
their profession, doctors possess rights and obligations regulated by legal provisions that aim to
provide legal protection for medical professionals while safequarding patients' rights. The
enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has introduced significant changes to the
regulation of medical professionals, thereby necessitating an examination of the implementation
and effectiveness of legal protection for doctors within Indonesia's health law system. This study
aims to analyze the legal regulation of doctors' rights and obligations, examine their
implementation in health care services, and evaluate the legal protection afforded to doctors under
the prevailing legal framework. This research employs normative legal research using the statute
approach and conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary
legal sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that
Law Number 17 of 2023 on Health provides a more comprehensive legal framework governing
doctors' rights and obligations than previous regulations. Nevertheless, its implementation
continues to face several challenges, including differing interpretations of medical risk and medical
malpractice, the increasing number of medical disputes, disparities in health care facilities, and the
limited level of public legal awareness. Therefore, strengthening implementing regulations,
enhancing professional supervision, improving health care governance, and increasing public legal
literacy are essential to establish balanced legal protection for both doctors and patients..
Keywords: doctors' rights; doctors' obligations; legal protection; health care services; health law.

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang pemenuhannya
bergantung pada peran dokter sebagai tenaga medis profesional. Dokter memiliki hak
serta kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai aturan hukum untuk melindungi
tenaga medis sekaligus menjamin hak pasien. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan tata aturan tenaga medis, sehingga
efektivitas dan implementasi perlindungan hukum dokter dalam sistem hukum
kesehatan di Indonesia perlu dikaji. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aturan hak
dan kewajiban dokter pada sistem hukum di Indonesia, menilai pelaksanaannya dalam
pelayanan kesehatan, serta mengkaji perlindungan hukum dokter berdasarkan regulasi
yang berlaku. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif lewat
pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
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yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian memperlihatkan
bahwa aturan hak dan kewajiban dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang lebih menyeluruh dibanding aturan
terdahulu. Namun, pelaksanaannya masih menemui hambatan, seperti perbedaan
pemahaman terkait risiko medis dan malapraktik, potensi sengketa medis yang
meningkat, ketimpangan mutu fasilitas layanan kesehatan, serta budaya hukum
masyarakat yang belum optimal. Oleh sebab itu, penguatan regulasi pelaksana,
peningkatan pembinaan profesi, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, dan
peningkatan literasi hukum masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan
perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter maupun pasien.

Kata Kunci: hak dokter; kewajiban dokter; perlindungan hukum; pelayanan kesehatan;
hukum kesehatan.

Pendahuluan

Jaminan terhadap hak atas kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang
dilindungi oleh konstitusi sebagai wujud perlindungan negara untuk setiap warga
negara. Pengakuan tersebut dinyatakan tegas pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk
memperoleh pelayanan kesehatan, serta diperkuat oleh Pasal 34 ayat (3) yang
membebankan tanggung jawab kepada negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dengan demikian bukan sekadar pelayanan publik biasa, melainkan bentuk
pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk menciptakan sistem kesehatan yang
adil demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Afifah & Paruntu, 2015) .

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bergantung penuh
pada peran tenaga medis, khususnya dokter, yang berbekal kompetensi profesional serta
kewenangan untuk melakukan tindakan medis berdasarkan standar keilmuan dan
aturan hukum yang berlaku. Profesi dokter dalam pandangan hukum kesehatan tidak
hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, melainkan juga bertindak sebagai
subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap tindakan medis yang dilakukan.
Akibatnya, dokter memikul tanggung jawab yang meliputi aspek hukum, etika profesi,
dan moral, sehingga seluruh tindakan medis wajib dilaksanakan secara profesional
berdasarkan standar profesi, standar prosedur operasional, serta prinsip etika
kedokteran. Kedudukan dokter menjadi profesi yang mendapatkan kewenangan khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan, sekaligus dibebani kewajiban
memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, dan kode etik kedokteran (Tarro, 2025a).

Hubungan dokter dan pasien dari sudut pandang hukum merupakan hubungan
hukum keperdataan yang biasa disebut transaksi terapeutik (therapeutic transaction).
Hubungan hukum tersebut muncul karena adanya kesepakatan antara dokter dan pasien
yang melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua pihak selama pelayanan kesehatan
berlangsung. Kesepakatan ini diwujudkan melalui persetujuan pasien untuk menerima
tindakan medis dari dokter sebagai bentuk upaya memelihara, meningkatkan,
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memulihkan, atau mengembalikan kesehatan pasien sesuai standar profesi dan hukum
yang berlaku. Hak dan kewajiban lahir dari hubungan hukum tersebut dan harus
dipenuhi secara seimbang oleh kedua belah pihak. Ketidakseimbangan dalam
pemenuhan hak dan kewajiban ini berpotensi memicu sengketa hukum atau
pelanggaran etika profesi (Dr. Veronica, 1999; Mayasari, 2017) (Giri & Priyanto, n.d.).

Arah pengaturan hukum kesehatan di Indonesia mengalami pembaruan berarti
sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pembentukan regulasi ini menjadi langkah pembaruan hukum yang menyatukan
beragam aturan yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan
bidang kesehatan, termasuk norma yang mengatur tenaga medis. Kehadiran undang-
undang ini diharapkan dapat membangun sistem pengaturan yang lebih terpadu,
menjamin kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu layanan,
serta memperkuat perlindungan hukum untuk dokter selaku tenaga medis dan pasien
selaku penerima layanan. Reformasi regulasi tersebut di sisi lain membawa dampak
yuridis pada pelaksanaan profesi kedokteran, terutama mengenai pengaturan hak dan
kewajiban dokter, tanggung jawab profesional, serta mekanisme perlindungan hukum
saat praktik kedokteran dijalankan (Tarro, 2025b).

Penekanan terhadap kewajiban profesi dokter dalam praktik pelayanan kesehatan
sering kali terlihat lebih dominan ketimbang aspek perlindungan hak profesinya.
Keadaan ini tampak dari besarnya tuntutan agar dokter selalu memberikan pelayanan
medis secara profesional, cepat, dan sesuai standar profesi maupun standar prosedur
operasional. Dokter di sisi lain tetap menanggung risiko hukum jika hasil layanan
dianggap tidak memenuhi harapan pasien, walaupun tindakan medis sudah dikerjakan
berdasarkan kompetensi dan standar yang berlaku. Bentuk konsekuensi tersebut dapat
berupa gugatan perdata, tuntutan pidana, hingga sanksi administratif yang rentan
mengganggu rasa aman dokter saat bertugas. Situasi ini berpotensi memicu timbulnya
defensive medicine, yaitu kecenderungan dokter mengambil tindakan medis hanya untuk
menghindari tuntutan hukum alih-alih mendasarkannya pada kebutuhan klinis pasien
(Sapsudin et al., 2026) (Nugroho et al., 2022)(Dahlan, 2002).

Masalah tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban
dokter masih menjadi topik utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
Indonesia. Perlindungan hukum bagi dokter sebenarnya tidak dirancang untuk
mengurangi hak pasien dalam mendapat pelayanan kesehatan, melainkan untuk
menjamin dokter dapat menjalankan tugasnya secara profesional, mandiri, dan sesuai
standar hukum. Sebaliknya, pemenuhan kewajiban dokter menjadi bentuk perlindungan
atas hak pasien untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan dapat
dipertanggungjawabkan (Hendrayasa & Atmadja, n.d.) (Koeswadji, 1998).

Kajian-kajian terdahulu umumnya lebih banyak meneliti isu pertanggungjawaban
hukum dokter pada dugaan malapraktik, perlindungan hukum bagi pasien, serta tata
cara penyelesaian sengketa medis. Pembahasan mendalam yang secara khusus mengulas
keseimbangan hak dan kewajiban dokter pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan masih terbilang terbatas dalam literatur hukum
kesehatan. Lahirnya regulasi ini membawa perubahan mendasar bagi sistem pengaturan
tenaga medis, termasuk posisi hukum dokter, cakupan hak dan kewajibannya, serta
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bentuk perlindungan hukum saat menjalankan praktik kedokteran. Temuan ini selaras
dengan hasil penelitian disertasi mengenai rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban
profesi dokter yang menyimpulkan bahwa aturan hukum pada bidang ini masih
memerlukan perbaikan agar dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan
profesi dokter dan pemenuhan hak pasien dalam pelayanan Kesehatan (Haafizhah et al.,
2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan guna menganalisis
secara yuridis pengaturan hak dan kewajiban dokter pada sistem hukum Indonesia serta
menguji pelaksanaannya dalam pelayanan kesehatan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini diharapkan memberi
pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas aturan yang ada, sekaligus
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum kesehatan, khususnya
dalam memperkuat perlindungan hukum dokter tanpa mengabaikan hak-hak pasien
sebagai penerima pelayanan Kesehatan (Tarro, 2025c).

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research), yakni penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum
sebagai landasan menjawab isu hukum yang diteliti. Fokus kajian diarahkan pada aturan
tentang hak dan kewajiban dokter dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya
setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Penelitian ini dilakukan dengan menelaah pelbagai bahan hukum seperti peraturan
perundang-undangan, asas hukum, doktrin ahli, dan konsep hukum terkait praktik
kedokteran guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif. Seluruh bahan
hukum dianalisis untuk menilai aturan yang berlaku sekaligus mengkaji bentuk
perlindungan hukum bagi dokter sebagai tenaga medis dalam menjalankan tugas
profesionalnya. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi, konsep,
maupun asas hukum sebagai dasar menyelesaikan masalah hukum yang dikaji
(Marzuki, 2021) (Putra et al., 2026).

Dua pendekatan utama digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam
penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-
undangan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi serta mengkaji secara terstruktur
berbagai norma hukum yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di
Indonesia. Pemaparan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran beserta aturan
pelaksanaannya, serta regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual
dipakai untuk mengurai dan menganalisis teori, doktrin, dan pandangan ahli mengenai
perlindungan hukum, hak dan kewajiban dokter, tanggung jawab profesi, serta
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penggabungan kedua pendekatan ini ditujukan
untuk menghasilkan analisis hukum yang mendalam sehingga mampu memberikan
dasar argumentasi yang kuat atas isu hukum yang diteliti (Kristianto & Chariansyah,
2026).
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Sumber argumentasi hukum dalam penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan
hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung
dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta regulasi pendukung
lain tentang pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran di Indonesia. Bahan hukum
sekunder diperoleh lewat studi kepustakaan atas literatur yang relevan, seperti buku
hukum kesehatan dan hukum kedokteran, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis,
disertasi, serta karya ilmiah terkait. Bahan hukum tersier dipergunakan sebagai
penunjang guna mempetjelas makna atau istilah hukum, yang bersumber dari kamus
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan referensi lain
yang mendukung analisis (Adiyta et al ., n.d.) (Soekanto, dkk, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library
research), yakni menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengelompokkan
bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti. Seluruh bahan hukum dipelajari dan
dirangkai secara terstruktur sebagai basis penyusunan argumentasi hukum. Analisis
bahan hukum menerapkan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif-
analitis, yakni menguraikan, menafsirkan, dan menilai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lalu mengaitkannya dengan teori hukum, doktrin ahli, serta hasil
penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan agar diperoleh argumentasi hukum mengenai
pengaturan serta pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dalam pelayanan kesehatan di
Indonesia. Pendekatan tersebut dipakai guna memperoleh pemahaman utuh mengenai
aturan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan jawaban atas masalah hukum yang
diteliti (Ibrahim, 2019).

Hasil dan Diskusi
Pengaturan Hak dan Kewajiban Dokter dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dokter memegang posisi yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan
karena profesi ini memiliki kewenangan melakukan tindakan medis yang berdampak
langsung pada keselamatan dan kesehatan pasien. Kewenangan tersebut diberikan oleh
negara kepada dokter yang telah memenuhi syarat kompetensi profesional, sehingga tiap
tindakan medis wajib mengacu pada standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Kewenangan ini dalam perspektif
hukum kesehatan tidak boleh dipandang sebagai hak istimewa profesi dokter semata,
melainkan mandat dari negara untuk menyelenggarakan layanan kesehatan demi
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai tujuan konstitusi. Aturan
mengenai hak dan kewajiban dokter memiliki arti penting dalam sistem hukum
kesehatan nasional karena menjadi dasar tanggung jawab profesional dokter, sekaligus
berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum tenaga medis dan
pemenuhan hak pasien (Desyandra et al., 2024a).

Jaminan hak atas pelayanan kesehatan secara konstitusional merupakan wujud
perlindungan hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) yang
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memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal
34 ayat (3) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara tidak terbatas pada
penyediaan akses layanan kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mencakup
pembentukan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan
hukum bagi tenaga medis. Dokter berada pada kedudukan strategis dalam sistem
kesehatan nasional, sehingga pelaksanaan tugas profesinya memerlukan jaminan hukum
yang memadai agar tindakan medis dapat berjalan profesional, bertanggung jawab, dan
sesuai aturan hukum (Trisnadi, 2016).

Pengaturan tentang hak dan kewajiban dokter di Indonesia terus berkembang
seiring adanya pembaruan hukum kesehatan. Ketentuan mengenai praktik kedokteran
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih
terpisah dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta
beberapa aturan pelaksana teknis lainnya. Model pengaturan sektoral ini rentan memicu
perbedaan penafsiran dan tumpang tindih aturan saat diterapkan. Pemerintah kemudian
melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan guna menyatukan pelbagai ketentuan bidang kesehatan ke dalam satu
kerangka hukum yang utuh. Penyelarasan ini diharapkan mampu memperkuat
kepastian hukum, meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, serta memberikan dasar
hukum yang lebih terang bagi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab profesi
dokter.

Hak dokter dalam perspektif hukum kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai hak
melekat pada profesi, tetapi sebagai sarana hukum yang menjamin dokter dapat
menjalankan kewenangan medis secara profesional dan mandiri. Dokter berhak
mendapat perlindungan hukum selama praktik kedokteran dilakukan sesuai standar
profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran.
Kewajiban dokter di sisi lain merupakan akibat hukum yang lahir dari hubungan hukum
antara dokter, pasien, dan negara. Kewajiban tersebut menuntut dokter memberikan
layanan medis yang mengutamakan keselamatan pasien, menjunjung etika profesi,
menjaga mutu layanan, serta melaksanakan tindakan medis sesuai aturan hukum. Hak
dan kewajiban dokter saling berhubungan secara timbal balik (reciprocal rights and
obligations), sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan
kesehatan.

Pengaturan tenaga medis di Indonesia memasuki babak baru setelah disahkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat norma secara
terpadu dan menyeluruh. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas
mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter
dibanding aturan terdahulu. Dokter dijamin mendapatkan perlindungan hukum selama
tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan,
standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Negara juga menjamin hak
dokter atas keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kompetensi berkelanjutan,
imbalan jasa profesi, serta lingkungan kerja yang mendukung pelayanan kesehatan yang
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efektif. Aturan ini membuktikan bahwa perlindungan dokter dinilai sebagai instrumen
penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan nasional.

Undang-undang tersebut di samping mengatur hak, juga menempatkan
kewajiban dokter sebagai bagian utama dari tanggung jawab profesi. Dokter wajib
memberikan layanan medis sesuai standar profesi dan ketentuan hukum,
mengutamakan keselamatan pasien, menjaga kerahasiaan data medis, menghormati hak
pasien, membuat rekam medis secara benar dan lengkap, serta meningkatkan
kompetensi melalui pendidikan profesi berkelanjutan. Kewajiban ini dalam pandangan
hukum kesehatan merupakan konsekuensi dari kewenangan yang diberikan negara
kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada tubuh pasien. Hubungan hak dan
kewajiban dokter ini mencerminkan prinsip keseimbangan hukum, di mana
perlindungan profesi harus dibarengi dengan pelaksanaan tanggung jawab profesional
agar pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil dapat terwujud.

Ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, pengaturan mengenai hak dan
kewajiban dokter memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan
kepastian hukum bagi pelaksanaan praktik kedokteran. Pengaturan tersebut juga
merupakan instrumen yuridis yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara
perlindungan terhadap profesi dokter dan pemenuhan hak-hak pasien sebagai subjek
yang menerima pelayanan kesehatan. Dalam kerangka tersebut, dokter berhak
memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik
kedokteran. Sebaliknya, pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, serta menghormati hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-
undangan. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi fondasi penting
dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien, karena dominasi terhadap salah satu
pihak Dberpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan tingkat
kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan, bahkan memicu meningkatnya
sengketa medis. Oleh sebab itu, pengaturan hak dan kewajiban dokter dalam sistem
hukum kesehatan Indonesia harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang saling
melengkapi untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
profesional, berkeadilan, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi
seluruh pihak (Notoatmodjo, 2010).

Pengaturan hak dan kewajiban dokter memiliki fungsi luas dalam hukum
kesehatan, tidak sekadar memberi kepastian hukum bagi praktik kedokteran.
Pengaturan ini dirancang sebagai alat hukum untuk menjaga keseimbangan antara
perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien. Dokter berhak atas
perlindungan hukum selama bertugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Pasien di sisi lain berhak menerima
pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, serta dihormati hak-haknya sesuai
undang-undang. Keseimbangan ini menjadi fondasi utama hubungan hukum dokter dan
pasien, sebab dominasi salah satu pihak berpotensi memicu ketidakpastian hukum,
menurunkan kepercayaan masyarakat, hingga menimbulkan sengketa medis.
Pengaturan hak dan kewajiban dokter harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang
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saling melengkapi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, adil, dan
memberikan perlindungan hukum seimbang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah
memuat aturan hak dan kewajiban dokter secara menyeluruh, pelaksanaannya di
lapangan masih menemui kendala. Dokter tidak jarang tetap menghadapi tuntutan
hukum meski tindakan medis yang diberikan sudah sesuai standar profesi, standar
pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Praktik pelayanan
kesehatan pada sisi lain masih diwarnai pelanggaran kewajiban profesi yang berdampak
pada turunnya mutu layanan dan merugikan pasien. Fenomena ini menandakan bahwa
keberadaan regulasi yang baik belum tentu berjalan efektif tanpa penegakan hukum
yang konsisten, pengawasan profesi yang memadai, serta kesadaran hukum dari semua
pihak. Perlindungan hukum bagi dokter dan pasien tidak cukup hanya dengan
membentuk norma hukum, tetapi butuh mekanisme pelaksanaan yang mampu
menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter yang menyimpulkan bahwa
penguatan materi hukum harus diikuti perbaikan pada tahap implementasi agar
kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara proporsional
(Desyandra et al., 2024b).

Implementasi Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dalam praktik layanan kesehatan menjadi
ukuran untuk menilai efektivitas sistem hukum kesehatan Indonesia. Ketentuan yang
mengatur praktik kedokteran dirancang guna membangun keseimbangan antara
perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien. Keberhasilan pelaksanaan
norma hukum ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan undang-undang, tetapi
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terikat. Faktor tersebut meliputi kesiapan
fasilitas kesehatan menyediakan sarana prasarana, peran organisasi profesi dalam
pembinaan dan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, serta tingkat kesadaran
hukum masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya. Implementasi hak dan
kewajiban dokter merupakan bagian dari sistem hukum yang bekerja secara terpadu, di
mana keberhasilannya memerlukan keterpaduan antara aturan yang memadai, lembaga
yang efektif, dokter yang profesional, dan masyarakat yang taat hukum (Soekanto, 2014).

Dokter berhak mendapat perlindungan hukum selama menjalankan profesinya
sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan
kode etik kedokteran. Hak ini menjadi bentuk jaminan negara agar dokter dapat
memberikan tindakan medis secara profesional tanpa tekanan atau campur tangan pihak
lain yang melanggar hukum. Dokter selain perlindungan hukum juga berhak
memperoleh informasi lengkap tentang kondisi pasien, lingkungan kerja yang aman,
imbalan jasa sesuai ketentuan, serta kesempatan mengembangkan kompetensi melalui
pelatihan berkelanjutan. Pelaksanaan hak-hak ini penting untuk menjaga mutu layanan
kesehatan sekaligus meningkatkan profesionalisme dokter (Rohadi et al., n.d.).

Pelaksanaan hak-hak dokter dalam praktik masih sering menemui hambatan.
Risiko tuntutan hukum yang meningkat akibat ketidakpuasan pasien atas hasil layanan
medis menjadi salah satu masalah yang sering muncul. Sengketa medis kerap timbul dari
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perbedaan sudut pandang antara dokter dan pasien mengenai hasil tindakan medis,
padahal secara hukum obligation dokter adalah melakukan upaya medis secara
maksimal (inspanningverbintenis), bukan menjamin kesembuhan (resultaatverbintenis).
Kekeliruan memahami sifat hubungan hukum ini sering memicu tuduhan bahwa
kegagalan tindakan medis adalah bentuk kelalaian dokter, sehingga berlanjut pada
pengaduan etik atau gugatan hukum (Armaninata & Hizbullah, 2026).

Dokter di samping memiliki hak, juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi
dalam pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut mencakup pemberian layanan sesuai
standar profesi, penghormatan atas hak pasien, penyampaian informasi medis yang jelas,
kerahasiaan data pasien, pembuatan rekam medis, serta peningkatan kompetensi secara
terus-menerus. Seluruh kewajiban ini merupakan tanggung jawab profesional untuk
menjamin keselamatan pasien dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi
kedokteran. Setiap tindakan medis oleh karena itu wajib didasarkan pada prinsip kehati-
hatian (prudential principle) serta mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Salah satu implementasi penting dari kewajiban dokter adalah pemberian informed
consent sebelum dilakukan tindakan medis. Persetujuan tindakan medis merupakan
perwujudan penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan atas
pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Dalam praktiknya, dokter berkewajiban
memberikan penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, manfaat, risiko
yang mungkin timbul, alternatif tindakan, serta konsekuensi apabila tindakan tersebut
tidak dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan informed consent mencerminkan
penerapan prinsip otonomi pasien (patient autonomy), hak menentukan nasib sendiri (self-
determination), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang pelayanan
kesehatan. Bagi dokter, pemenuhan kewajiban tersebut juga memiliki arti penting karena
menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab profesional sekaligus
memberikan dasar perlindungan hukum apabila tindakan medis dilakukan sesuai
dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Rifaldo, 2025).

Kewajiban dokter juga diwujudkan melalui penyusunan rekam medis yang
lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekam medis dalam hukum
kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi pelayanan, melainkan
alat bukti penting dalam penyelesaian sengketa medis. Setiap tindakan medis wajib
dicatat secara teratur sesuai standar profesi dan aturan perundang-undangan. Pengisian
rekam medis yang benar memberikan perlindungan hukum bagi dokter karena
membuktikan bahwa layanan medis telah sesuai standar profesi, standar prosedur
operasional, dan prinsip kehati-hatian (due care). Rekam medis yang tidak lengkap atau
tidak akurat sebaliknya dapat memperlemah posisi hukum dokter saat pembuktian dan
merugikan hak pasien. Rekam medis memiliki fungsi penting dalam menjamin
akuntabilitas profesi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak
(Sinaga, 2022) (Razak, 2025).

Implementasi hak dan kewajiban dokter juga dipengaruhi oleh kondisi fasilitas
pelayanan kesehatan. Dalam praktik, masih terdapat perbedaan kualitas sarana,
prasarana, dan sumber daya manusia antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah
sakit di wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Praktik di lapangan menunjukkan
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masih ada ketimpangan mutu sarana, prasarana, dan sumber daya manusia antar
fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit kota dan daerah terpencil. Keterbatasan
sarana medis sering menjadi penghambat dokter memberikan layanan sesuai standar
profesi. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewajiban dokter tidak
semata-mata tergantung pada kemampuan pribadi dokter, melainkan didukung oleh
sistem pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah atau pengelola fasilitas
kesehatan .

Tingkat literasi hukum masyarakat juga memengaruhi pelaksanaan hak dan
kewajiban dokter. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak memperoleh layanan
kesehatan merupakan hal positif dalam negara hukum. Pemahaman masyarakat
mengenai batasan tanggung jawab profesi dokter namun demikian masih beragam.
Kegagalan tindakan medis yang sebenarnya masuk kategori risiko medis tidak jarang
dianggap sebagai bentuk malapraktik. Malapraktik secara yuridis harus dibuktikan
lewat adanya pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur
operasional yang merugikan pasien. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi
langkah penting demi membangun hubungan yang selaras antara dokter dan pasien
(Astuti, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dalam
pelayanan kesehatan telah memiliki dasar hukum yang lebih tegas melalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi pelaksananya. Penerapan
aturan ini dalam praktik masih menghadapi tantangan seperti meningkatnya sengketa
medis, ketimpangan sarana prasarana, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang
hubungan hukum dokter-pasien. Keberhasilan implementasi hukum tidak hanya
ditentukan oleh norma yang ada, tetapi sangat tergantung pada penegakan hukum,
pengawasan profesi, kesiapan fasilitas kesehatan, serta budaya hukum masyarakat. Kerja
sama antara pemerintah, organisasi profesi, fasilitas kesehatan, penegak hukum, dan
masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan keseimbangan perlindungan dokter
dan pemenuhan hak pasien. Hasil ini memperkuat temuan penelitian disertasi
rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter bahwa sistem kesehatan yang
adil membutuhkan keseimbangan perlindungan hukum bagi dokter dan jaminan hak
bagi pasien.

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Dokter

Perlindungan hukum bagi dokter merupakan unsur penting dalam pelayanan
kesehatan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokter
dalam menjalankan kewenangan medis pada tubuh manusia selalu berhadapan dengan
risiko hukum atas keputusan yang diambil. Risiko tersebut meliputi komplikasi medis
hingga potensi sengketa hukum jika pasien atau keluarga merasa layanan yang diberikan
tidak sesuai harapan. Perlindungan hukum dokter tidak bertujuan memberikan
kekebalan hukum, melainkan menjamin dokter dapat bekerja profesional sesuai standar
profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran.

Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk
memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian terhadap hak-hak setiap subjek hukum.
Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk
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pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain
sehingga setiap orang dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diberikan oleh hukum
(Rahardjo, 2014). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak
hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga
kepada dokter sebagai tenaga medis yang menjalankan kewajiban profesinya
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi dokter secara normatif lahir dari pengakuan negara
atas kedudukan dokter sebagai tenaga medis yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
Pengakuan ini mendapat dasar hukum menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis
selama praktik dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar
prosedur operasional, dan kode etik profesi. Ketentuan ini memperlihatkan pergeseran
arah kebijakan hukum kesehatan, dari yang sebelumnya menitikberatkan
pertanggungjawaban dokter menjadi pendekatan yang mengakui hak profesi tenaga
medis. Dokter tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas
tindakan medis, melainkan subjek hukum yang berhak atas jaminan kepastian hukum
selama bertugas sesuai aturan. Perlindungan hukum dokter menjadi instrumen penting
untuk menjaga independensi profesi, meningkatkan mutu layanan, dan menciptakan
keseimbangan antara perlindungan tenaga medis dan hak pasien.

Pelaksanaan perlindungan hukum dokter masih menemui kendala di lapangan.
Kegagalan tindakan medis dalam praktik sering langsung dianggap sebagai kelalaian
atau malapraktik tanpa pembuktian adanya pelanggaran standar profesi atau standar
prosedur operasional. Hal ini menunjukkan bahwa beda antara risiko medis (medical risk)
dan kelalaian medis (medical negligence) belum dipahami utuh oleh masyarakat. Kerugian
yang dialami pasien secara yuridis tidak bisa serta-merta dibebankan sebagai tanggung
jawab hukum dokter.

Perlindungan dokter berdasarkan teori kepastian hukum harus diwujudkan lewat
susunan norma yang jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian
hukum dibutuhkan agar dokter memiliki pedoman jelas dalam bertugas serta mendapat
jaminan bahwa tindakan medis sesuai standar tidak akan dijatuhi pertanggungjawaban
hukum secara sewenang-wenang. Aturan yang tidak jelas atau diterapkan secara tidak
konsisten akan memicu ketidakpastian hukum yang mengganggu independensi dokter
dalam memberi layanan kesehatan.

Selain kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap dokter juga harus
mencerminkan prinsip keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan pada
hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (suum
cuique tribuere) (Friedrich, 2004). Prinsip ini dalam layanan kesehatan menghendaki
keseimbangan antara perlindungan dokter sebagai pelaksana layanan dan pasien sebagai
penerima layanan. Perlindungan hukum yang berpihak pada satu pihak saja akan
menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum dan menimbulkan ketidakadilan.

Efektivitas perlindungan hukum dokter jika dianalisis dengan teori sistem hukum
Lawrence M. Friedman dipengaruhi tiga unsur, yakni struktur hukum (legal structure),
substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Indonesia dari sisi
substansi hukum telah memiliki regulasi memadai melalui Undang-Undang Nomor 17
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Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sisi struktur hukum telah memiliki lembaga pembinaan,
pengawasan, dan penyelesaian sengketa profesi dokter. Namun dari sisi budaya hukum,
masyarakat masih kurang memahami sifat hubungan hukum dokter dan pasien,
sehingga sering muncul tuntutan hukum yang tidak didasarkan pada pemahaman
standar profesi kedokteran (Friedman, 1975).

Hasil analisis memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dokter
tidak bisa hanya mengandalkan norma tertulis dalam undang-undang. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang memberi dasar hukum komprehensif,
tetapi pencapaian tujuannya memerlukan pelaksanaan konsisten melalui penguatan
lembaga, penegakan hukum yang adil, pembinaan profesi, serta peningkatan budaya
hukum masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi pelaksana
yang jelas, sementara organisasi profesi wajib meningkatkan pengawasan dan
pembinaan agar praktik kedokteran sesuai standar profesi dan kode etik. Masyarakat
pada saat yang sama perlu diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban hubungan
hukum dokter-pasien agar penyelesaian sengketa medis dilakukan secara objektif.

Perlindungan hukum dokter dalam sistem hukum Indonesia dapat disimpulkan
telah memiliki dasar normatif yang kuat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh
pelaksanaan norma di lapangan. Konsistensi penegakan hukum, kepatuhan standar
profesi, pengawasan yang efektif, mutu regulasi pelaksana, dan budaya hukum
masyarakat menjadi unsur yang saling memengaruhi keberhasilan perlindungan hukum
tenaga medis. Perlindungan hukum dokter harus ditempatkan dalam kerangka
pembangunan sistem kesehatan nasional yang menjaga keseimbangan kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian disertasi rekonstruksi
regulasi hak dan kewajiban profesi dokter yang menegaskan bahwa perlindungan tenaga
medis dan perlindungan hak pasien merupakan dua hal terpadu dalam mewujudkan
layanan kesehatan yang bermutu dan adil.

Analisis Kritis terhadap Kendala Implementasi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
memperlihatkan keseriusan negara dalam memperkuat sistem hukum pelayanan
kesehatan, termasuk aturan hak dan kewajiban dokter. Pembaruan ini namun belum
sepenuhnya menjawab pelbagai masalah di lapangan, khususnya terkait perlindungan
hukum dokter saat bertugas. Keberhasilan suatu regulasi terbukti tidak hanya
ditentukan oleh teks norma hukum, tetapi dipengaruhi oleh pelaksanaan, penegakan
hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Belum adanya kesamaan pemahaman tentang risiko medis (medical risk), kelalaian
medis (medical negligence), dan malapraktik medis (medical malpractice) menjadi hambatan
utama dalam perlindungan hukum dokter. Ketiga istilah ini dalam praktik masih sering
dicampuradukkan tanpa memperhatikan perbedaan konsep dan dampak hukumnya.
Risiko medis dalam hukum kesehatan merupakan potensi komplikasi yang secara ilmiah
dapat terjadi meskipun dokter telah bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan,
standar prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian. Kelalaian medis berbeda dari
risiko medis karena baru terbukti jika ada penyimpangan standar profesi atau kewajiban
hukum yang merugikan pasien. Malapraktik medis merupakan bentuk
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pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran standar profesional yang memenuhi
unsur hukum sesuai pembuktian yang berlaku. Kesalahan memahami ketiga konsep ini
berpotensi memicu kekeliruan penegakan hukum dan kriminalisasi dokter atas risiko
medis yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini memicu defensive medicine, di mana dokter
mengambil keputusan medis demi menghindari tuntutan hukum daripada berorientasi
pada kepentingan klinis pasien, yang akhirnya menurunkan efektivitas pelayanan
kesehatan.

Belum optimalnya penyelarasan antara aturan normatif dan tata cara
penyelesaian sengketa medis juga menjadi masalah lain. Berbagai instrumen hukum
telah mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur etik, disiplin profesi, mediasi,
maupun litigasi, tetapi sengketa dalam praktik sering langsung dibawa ke proses pidana.
Situasi ini mengikis rasa aman dokter saat bertugas dan mendorong maraknya defensive
medicine, yaitu tindakan medis yang diambil hanya untuk menghindari gugatan alih-alih
pertimbangan medis yang objektif.

Hambatan pelaksanaan juga terlihat dari ketidakseimbangan antara tuntutan
tanggung jawab profesi dokter dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Dokter di
daerah terpencil atau wilayah minim sumber daya masih menghadapi keterbatasan
sarana penunjang, tenaga kesehatan, dan peralatan medis. Kondisi ini memengaruhi
mutu layanan kesehatan, tetapi tanggung jawab hukum dalam praktik tetap dibebankan
kepada dokter tanpa melihat faktor sistemik yang menjadi akar masalah.

Budaya hukum masyarakat di luar faktor lembaga turut menjadi tantangan
perlindungan hukum dokter. Kesadaran masyarakat akan hak layanan kesehatan
meningkat secara positif dalam negara hukum. Pemahaman hak tersebut belum
sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman kewajiban pasien dan sifat hubungan
hukum kedokteran. Hasil layanan yang tidak sesuai harapan akibatnya sering dianggap
sebagai kesalahan dokter. Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan
kewajiban para pihak perlu ditingkatkan agar terjalin hubungan hukum yang seimbang
antara dokter dan pasien.

Perlindungan hukum dokter dengan demikian tidak cukup hanya dengan
membentuk regulasi, melainkan harus diikuti penguatan pelaksanaan, kerja sama
antarlembaga, peningkatan profesionalisme dokter, dan pembentukan budaya hukum
yang mendukung. Pengaturan hak dan kewajiban dokter melalui langkah ini tidak hanya
memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis, tetapi menjamin hak masyarakat
menerima layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil. Pandangan ini sejalan
dengan hasil disertasi yang menegaskan bahwa keseimbangan perlindungan profesi
dokter dan hak pasien merupakan syarat utama terwujudnya sistem pelayanan
kesehatan yang adil.

Kesimpulan

Pengaturan hak dan kewajiban dokter dalam sistem hukum Indonesia dapat
disimpulkan telah mengalami perkembangan pesat, terutama setelah disahkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini memberikan
kerangka hukum yang terpadu dalam mengatur posisi dokter sebagai tenaga medis yang
wajib memberikan layanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur
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operasional, dan kode etik kedokteran, sekaligus berhak atas perlindungan hukum,
keselamatan kerja, kesempatan meningkatkan kompetensi, dan penghargaan atas
tugasnya. Pembaruan aturan ini mencerminkan usaha negara dalam membangun
keseimbangan antara perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien.

Pelaksanaan aturan ini dalam praktik masih menemui hambatan yang
memengaruhi perlindungan hukum dokter. Hambatan tersebut meliputi belum samanya
pemahaman tentang risiko medis, kelalaian medis, dan malapraktik, meningkatnya
sengketa medis, ketimpangan mutu fasilitas kesehatan antarwilayah, serta terbatasnya
pemahaman masyarakat tentang hubungan hukum dokter dan pasien. Keberhasilan
perlindungan hukum tidak cukup ditentukan oleh undang-undang, tetapi dipengaruhi
penegakan hukum, koordinasi lembaga, profesionalisme dokter, dan budaya hukum
masyarakat.

Perlindungan hukum dokter berdasarkan analisis yuridis harus dijadikan bagian
utama pembangunan sistem hukum kesehatan nasional untuk mewujudkan layanan
kesehatan yang profesional, adil, dan memberikan kepastian hukum. Perlindungan ini
bukan untuk membebaskan dokter dari tanggung jawab atas pelanggaran hukum atau
standar profesi, melainkan menjamin bahwa tindakan medis yang sesuai hukum
mendapat pengakuan dan jaminan dari negara. Langkah strategis yang diperlukan
mencakup penyempurnaan aturan pelaksana, penyelarasan cara penyelesaian sengketa
medis, penguatan pembinaan dan pengawasan organisasi profesi, perbaikan tata kelola
fasilitas kesehatan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Upaya ini diharapkan
menciptakan keseimbangan perlindungan tenaga medis dan pemenuhan hak pasien,
sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia berjalan profesional, akuntabel, efektif, dan
adil.
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